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ABSTRACT

General elections (elections) such as regional hebttions (elections),
presidential elections (presidential elections)dalegislative elections are
always followed by political participants with drge backgrounds. The
diversity of backgrounds can form primordialism amo voters
characterized by a tendency to support candidagesibse of certain factors
such as ethnic or religious similarities. The prihialism attitude causes
voters not to look at the ability of an individutd carry out various
identities in various situations.

The purpose of this study was to analyze generatipolitical education in
order to eliminate political primordialism. This gearch is a library
research, where data is analyzed through desk&piglysis.

The results of this study indicate that tribal pordialism and religion are
often found during elections in several regionsisTéan be seen from the
attitude of voters in several regions in determgnitheir choices still
adhering to kinship / family ties in this case etitg and religion. The
strong primordialism in voters causes voters notsée the electability of
candidates. This has an impact on not seeing thétyalof prospective
politicians in carrying out their duties and obligans when elected later.
Therefore, political education is needed so thdekg) especially generation
Y, become politically literate. Political educatiooan increase voter
participation and awareness and make voters motiemal in making their
choices. In addition, political literacy resultifigpom political education can
eliminate the negative impact of primordialism. Fhattitudes such as
joining in, being easily influenced, and easily Bfmg candidates’ choices,
caused by primordialism can be eliminated.

Keywords: primordialism, political education, geason y.
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ABSTRAK

Pemilihan umum (pemilu) baik pemilihan kepala dae(pilkada),
pemilihan presiden (pilpres), dan pemilihan legiglgpileg), selalu diikuti
oleh peserta politik dengan latar belakang yangagam. Keragaman latar
belakang tersebut dapat membentuk sikap primosiiei dikalangan
pemilih yang ditandai dengan kecenderungan mendpkeadon karena
faktor tertentu seperti kesamaan suku atau agani@pSprimordialisme
tersebut menyebabkan pemilih tidak melihat kepadaampuan seseorang
individu untuk melaksanakan berbagai identitas dalzerbagai situasi.

Tujuan penelitian ini ialah untuk menganalisis pelikhn politik
generasi Y guna menghilangkan primordialisme golitPenelitian ini
merupakan penelitian kepustakaan (library researgjgnng mana data
dianalisis melalui analisis desktiptif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa primordialis kesukuan
dan agama merupakan yang sering dijumpai saat pendibeberapa
daerah. Hal tersebut terlihat dari sikap pemililbdberapa daerah dalam
menentukan pilihannya masih berpegang pada ikatan
kerabatan/kekeluargaan dalam hal ini kesukuan dagansa. Sikap
primordialisme yang kuat pada diri pemilih menyekat pemilih tidak
melihat elektabilitas calon. Hal tersebut berdampadda tidak dilihatnya
kemampuan calon politisi dalam melaksanakan tugask&wajibannya saat
terpilih nantinya. Oleh sebab itu, diperlukan petikan politik agar pemilih
khususnya generasi Y menjadi melek politik. Pekalidipolitik dapat
meningkatkan partisipasi dan kesadaran pemilih asartembuat pemilih
menjadi lebih rasional dalam menentukan pilihanngelain itu, melek
politik yang dihasilkan dari pendidikan politik, pat menghilangkan
dampak primordialisme negatif. Dengan demikianagikeperti ikut-ikutan,
mudah dipengaruhi, mudah bergonta-ganti pilihanocalyang disebabkan
oleh ikatan primordialisme dapat dihilangkan.

Kata Kunci : primordialisme, pendidikan politik, mgerasi y.
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I. PENDAHULUAN

Pemilihan umum (pemilu) baik pemilihan kepala dhefpilkada),
pemilihan presiden (pilpres), dan pemilihan lediBlgileg), selalu diikuti
oleh peserta politik dengan latar belakang yangdsen, baik dari segi partai
politik pengusung, suku, agama, daerah kelahiradaya, jenis kelamin,
pendidikan, dan sebagainya. Keragaman latar bejakansebut dapat
membentuk sikap primordialisme dikalangan pemiftkap primordialisme
politik ditandai dengan kecenderungan mendukunghsshtu calon karena
faktor tertentu seperti kesamaan suku atau agarah.téfisebut sejalan
dengan pendapat Shills dalam Sugiprawaty (2009waaprimordialisme
terjadi dikarenakan adanya ikatan sosial. Ikataiastersebut dapat berupa
kesaman daerah asal (kewilayahan), agama, budalgas#, dan organisasi
sosial. Sikap primordialisme ini menyebabkan pdmilidak melihat kepada
kemampuan seseorang individu untuk melaksanakabagar identitas
dalam berbagai situasi.

Primordialisme dalam hal tradisi,etnisitas, agada ideologi pada
masyarakat memiliki dampak negatif dan positif. Bagmilih yang
memiliki primordialisme kuat, dapat digunakan untulemilik pemimpin
bangsa yang berintegritas dan berkapasitas. Addpuompak negatif dari
sikap primordialisme ialah dapat menghilangkan telgktas calon
(Kumayas dan Steven, 2015)

Sikap primordialisme dapat menyebabkab pemilih agesi Y
khususnya generasi muda memilih calon politisikitderdasarkan kepada
kemampuan calon tersebut. Selain itu, sikap primbsthe berpengaruh
terhadap harmonisasi masyarakat multikultur, ya@amakin erat sikap
primordialisme pada diri seseorang maka akan semsksah pula untuk
melaksanakan pembentukan harmonisasi masyarak#kutur (Prayitno,
2017). Oleh sebab itu, diperlukan pendidikan golibagi generasi Y
sehingga dapat mengurangi atau menghilangan sikamongialisme
tersebut.

Menurut Horovitz (2012), generasi Y merupakan gasieyang lahir
antara awal 1980 sampai dengan awal tahun 200Qaan pemilih yang
berusia 37-17 tahun. Menurut survei Alvara Rese&ehter tahun 2014
(dalam Ali, 2015), generasi Y khususnya pemilih enuwtldominasi oleh
pemilih galau g$wing votery dan pemilih cueapathetic voters Pemilih
muda tersebut sangat mudah dipengaruhi khususmgadehal-hal berbau
primordialisme politik. Apalagi generasi Y memilikiarakteristik yang
banyak menghabiskan waktunya sebagai pengguna logknkhususnya
internet (Pew Researh Center dalam Ali, 2015), &emaudah untuk
terpengaruh tanpa melihat elektabilitas calon isolitersebut. Menurut
Kharisma (2015), para pemilih muda hanya sekedarildiutan serta mudah
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dan rentah dimobilisasi oleh kelompok-kelompok ettt dikarenakan
pendidikan politik yang lemah.

Selain itu, sikap primordialisme generasi Y dapigedgaruhi dari
lingkungan keluarga. Misalkan orang tua merekardat@enentukan pilihan
calon politisi lebih condong dengan yang memilikisamaan seperti suku
dan agama. Generasi Y yang merupakan pemilih mddk terlalu pedul
dengan dunia politik. Mereka lebih memperhatikam tterkini anak muda,
sehingga dalam menentukan pilihan calon politisrak& kerap mengikuti
pendapat orang yang dipercaya seperti orang tulatekHsebut secara tidak
langsung membentuk sikap primordialisme generaSefain itu, seseorang
dapat mengubah pilihannya dengan alasan kedekatearas primordial
meskipun telah menentukan pilihan sebelumnya.

Sikap primordialisme dapat dikurangi atau dihikamgdengan
pendidikan politik. Pendidikan politik merupakandigepenyampain konsep
politik yang bertujuan untuk membuat pemilih mudanfadi melek politik.
Dengan melek politik, pemilih khususnya generasdapat mejadi lebih
rasional dalam menentukan pilihannya. Hal tersetbapat ditunjukkan
dengan memilih calon politisi tanpa didasari sikamordialismme.

1. KAJIAN PUSTAKA

2.1. Pendidikan Politik

Menurut Surbakti (1999), dalam memberikan pengertientang
pendidikan politik harus dijelaskan terlebih dahuhengenai sosialisasi
politik. Sosialisasi politik dibagi dua, yaitu peditan politik dan
indoktrinasi politik. Pendidikan politik merupakasuatu proses dialog
diantara pemberi dan penerima pesan. Melalui prasegara anggota
masyarakat mengenal dan mempelajari nilai-nilainr@enorma, dan simbol-
simbol politik negaranya dari berbagai pihak dalsistem politik seperti
sekolah, pemerintah, dan partai politik (Surbakf99). Adapun menurut
Rusadi (2004) pendidikan politik ialah upaya mekatgan pengetahuan
politik rakyat agar mereka dapat berpartisipasasemaksimal dalam sistem
politiknya, sesuai dengan paham kedaulatan rakigat demokrasi bahwa
rakyat harus mampu menjalankan tugas partisipasi.

Menurut Kuntowijoyo (1994) pendidikan politik dapgagrbentuk (1)
pendidikan politik formal yaitu pendidikan politigkang diselenggarakan
melalui indoktrinasi, dan (2) pendidikan politik ng dilakukan secara
nonformal, seperti melalui pertukaran pendidikahatoé mimbar bebas.
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2.2. Primordialisme Politik

Menurut Wibowo dan Hardiwinoto dalam Prayitno (2017
primordialisme adalah perasaan-perasaan yang na&nggeseorang
dikarenakan hal-hal yang dimilikinya sejak ia ditgan. Lebih lanjut,
menurut Maryati (2014) primordialisme adalah ikaileatan seseorang
dalam kehidupan sosial yang sangat berpegang tego&dap hal-hal yang
dibawa sejak lahir baik berupa suku bangsa, kepaara ras, adat-istiadat,
daerah kelahiran, dan lain sebagainya. Berdasgdsatgapat Maryati (2014),
primordialisme muncul akibat adanya perbedaan nkiédatan dan
keyakinan dari suku bangsa, agama, ras, dan kedadawng berbeda.

23. Generas Y

Menurut Horovitz (2012) Generasi YGéneration Y yang juga
disebut dengailillennial Generatiormerupakan kelompok anak muda yang
berusia belasan tahun hingga awal tiga puluharg yaana lahir awal 1980
hingga awal 2000. Generasi Y memiliki beberapa Karsstis, seperti rasa
memiliki terhadap komunitas yang kuat baik dalamt&ks lokal maupun
global; percaya diri dan toleran; serta memilikiag narsis (William & Neil
Howe, 2000; Hoover, 2009; dan Twenge, 2007; dalamésli, 2015).

1. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaldrafy research,
sebab data yang digunakan berupa data-data teksoaiti buku, makalah,
jurnal, peraturan-peraturan, ketetapan-ketetaparsdmber-sumber pustaka
lainnya yang relevan dengan topik atau masalah gaaliti. Kemudian data
dianalisis melalui analisis deskriptif yaitu datang terkumpul dijabarkan
dalam bentuk penjelasan kata-kata (Moleong, 2008).

V. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dunia perpolitikan di Indonesia tak lepas dari unstmordialisme.
Hal tersebut disebabkan masih banyak masyarakatg yaremiliki
egosentrisme terhadap kebudayaan atupun agamantuertdisalkan,
kebanyakan orang jawa akan condong memilih peminypiryang berasal
dari suku jawa pula. Contoh lainnya, orang islakkaa memilih pemimpin
selain dari agamanya. Fenomena tersebut merupaighasia umum
dikalangan masyarakat. Hal tersebut terlihat bamyak kasus
primordialisme dari pengalaman Pemilu yang dilakukabeberapa daerah
Indonesia.
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Ikatan primordialisme keagamaan dan etnis mengdhssatu alasan
penting dari masyarakat dalam memilih calon paliMenurut Kumayas dan
Steven (2015), perilaku pemilih masyarakat di Kaltep Bolaang
Mongondow masih sangat dipengaruhi oleh ikataraikgbrimordialisme
khususnya kerabatan/kekeluargaan dalam hal ini kik@su dan agama.
Kedua faktor tersebut sangat mempengaruhi peritadonilin di kebanyakan
wilayah Bolaang Mongondow. Primordialisme kekelaany Bolaang
Mongondow terlihat dari kuatnya dukungan bagi calohtisi yang berlatar
keluarga kerajaan, seperti marga Manoppo, Paputunlypokodompit,
Sugeha, dan Mokoagouw. Hal tersebut sejalan pulgatepenelitian Rahim
(2013) yaitu perilaku pemilin Ternate masih sandjgengaruhi oleh oleh
sistem kekerabatan/kedaerahan dalam hal ini kesukiamilih Ternate
memiliki etnosentrisme yang kuat yang mengedepankannilai kesukuan,
kekerabatan, kekeluargaan, dan tradisi kedaerabag ynenjadi sebuah
kekuatan politik kedaerahan. Berdasarkan Pilkaddkéta Ternate tahun
2010, mayoritas masyarakat memilih pasangan H. &udbdurahman dan
Arifin Djafar. Alasan masyarakat memilih pasangars¢ébut karena adanya
ikatan primordial/kesukuan. Masyarakat dan tokolsyaeakat menganggap
bahwa putera daerahlah yang seharusnya yang memgadiimpin
didaerahnya sendiri. Pasangan terpilih merupak#rguaerah Ternate dan
dianggap pasangan yang cocok untuk memimpin Kotaaie Selain itu,
masyarakat Ternate merasa putera daerah yang memiakpn dapat
melestarikan nilai-nilai tradisi budaya setempath{i1, 2013).

Primordialisme etnis juga terjadi pada pemiliharb&@uaur Sulawesi
Selatan tahun 2007. Meskipun sentimen etnisitagk@entemah tetapi masih
dimunculkan oleh kandidat untuk mendapatkan dukang&banyak-
banyaknya dengan memanfaatkan ikatan-ikatan priadoréial tersebut
terlihat dari dukungan etnis Makassar yang sangatirtan kepada Syahrul,
serta kemampuan Amin Syam dalam memenangkan ddeesbh yang
merupakan kantong etnis Bugis. Tak hanya itu, jpegaa antar etnis Bugis
dan Makassar berlanjut pada Pemilihan Walikota tdakil Walikota
Makassar tahun 2008 (Sugiprawaty, 2009).

Menurut Geertz (1973), primordialisme adalah k&tgen terhadap
suatu yang diantaranya dibawa melalui kelahiramr&ey yang dilahirkan
dalam komunitas yang religius, akan memiliki kdét@tan yang kuat
terhadap komunitasnya, sehingga keterikatan terseleanimbulkan emosi
tertentu yang menjadi dasar tingkah lakunya daninpeangan lainnya
(Herry, 2005). Demikian pula dengan orang yang shbean dalam suatu
komunitas pemakai bahasa tertentu, latar belakatigrél ini bisa menjadi
sumber terbentuknya semangat primordialisme orargglbut. Hal tersebut
dapat menjelaskan banyaknya kasus primordialisnmgy yarjadi hampir
diseluruh daerah di Indonesia.
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Selain itu, agama juga memiliki peran bagi pemildalam
menentukan pilihannya. Menurut Kumayas dan Ste(@0l5) ketika
pemilihan kepala daerah terjadi di Bolaang Mongendtokoh agama
cenderung memberikan legitimasi kepada salah satdi#tat. Hal tersebut
cenderung mengarahkan pandangan politik masyapaitt primordialisme
yang mana tokoh masyarakat sebggatron yang memiliki kekuasaan dan
mengarahkan opini publik. Kemudian menurut Rahif@1@ masyarakat
akan menjadikan seseorang (termasuk tokoh agatnayaepanutan.

Agama dapat mempengaruhi pilihan masyarakat untekemtukan
kepemimpinan di daerahnya, baik bupati atau wata knaupun gubernur.
Meskipun banyak faktor lainnya yang mempengaruhlgse pemilih. Akan
tetapi, ada sekelompok orang yang memilih kandkiiena dianggap
representasi dari agama atau keyakinannya (Mahge2@itd).

Menurut Hasbullah (2011) penggunaan sentimen pdiabterutama
agama pada satu sisi memberikan kontribusi poséifalannya Pilkada.
Otoritas agama dianggap sebagai figur kharismatki tpemilih akan
berfungsi sebagai elemen pemersatu. Akan tetagi,jaeang pelibatan
otoritas ataupun penggunaan simbol agama secarkebiben akan
menciptakan situasi yang berujung pada terjading@adtas primordialistis,
sehingga menimbulkan etnosentrisme.

Kemudian, Hasbullah (2011) menyatakan dari pengataRilkada
yang dilakukan di beberapa daerah Indonesia térlfadwa masyarakat
memiliki pilihan sendiri, tanpa ada kaitan dengaartg atau pergeseran
loyalitas politik. Karena dalam realitas politiknyecara gamblang tidak
memberikan pengaruh yang besar terhadap para galwgp mau diusung
partai, tetapi pada konteks agama dan etnis. Blililp menunjukkan bahwa
bekerjanya mesin politik bukanlah satu kata kurani duksesnya Pilkada
yang berlangsung, tetapi pada konteks primordialpgea calon. Lebih
lanjut, penggunaan ayat-ayat suci dalam ranahilppliaktis, saat kampanye
misalnya, lebih banyak ditujukan untuk kepentingaemperoleh dukungan
suara, bukan untuk menjelaskan makna sesungguhayaayat tersebut
(Hasbullah, 2011).

Banyaknya kasus primordialisme dari pengalaman Ipeyang telah
dijelaskan sebelumnya, menunjukkan bahwa sistepopgkan di Indonesia
belum bisa terlepas dari isu primordialisme, ba#¢i csisi calon untuk
memenangkan pemilihan maupun pemilih dalam menantgkihan. Oleh
sebab itu, diperlukan pendidikan politik guna meghkat kesadaran dan
partisipasi politik generasi Y.

Menurut Kumayas dan Steven (2015), fenomena palithg dan
perilaku pragmatisme menguat. Pendidikan politikyp@ilakukan, dalam
rangka mengatasi mengatasi fenomena pragmatisnaenpaslyarakat. Lebih
lanjut, menurut Kharisma (2015), pendidikan polifiang belum berjalan
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dengan baik menyebabkan para pemilih muda Manatiomdpileg 2014
hanya sekedar ikut-ikutan serta mudah dan rentaholdiisasi oleh
kelompok tertentu. Hal tersebut terlihat dari pé@mrmuda Manado dalam
menentukan pilihannya tidak berdasarkan pertimbangang matang
terhadap pilihan yang dilakukan, hanya sekedar-ikutan. Selain itu,
bahkan banyak pemilih muda yang tidak mengetahgaib@ana sebaiknya
memilih calon yang saat itu bersaing.

Menurut Eloe (2008), pendidikan politik yang ba#&ndoenar mutlak
diperlukan untuk menumbuhkan dan/atau meningkapiatisipasi politik
yang otonom dari setiap warga negara. Pelaksanaadidikan politik
tersebut, selain dapat dilakukan oleh pemerintatalmdembaga-lembaga
pendidikan formal yang ada, juga bisa dilaksanaeara non-formal oleh
organisasi-organisasi masyarakat sipil.

Lebih lanjut, Affandi dan Anggraeni (2011) menyatakbahwa
pendidikan politik merubah pola pikir masyarakaetiKa masyarakat tidak
memiliki pengetahuan tentang pendidikan politikrtiggpasi masyarakat
dalam menggunakan hak pilihnya pun relatif rendakan tetapi, ketika
masyarakat menerima pendidikan politik dan memipkngetahuan yang
banyak terkait hal tersebut, maka berdampak padasipasi masyarakat
untuk menggunakan haknya serta lebih rasional dalamentukan pilihan.

Pendidikan politik dapat dilakukan melalui jalurndelikan formal
dan non-formal. Pendidikan politik jalur pendidikbommal dapat dilakukan
di sekolah. Menurut Fajar (201%ekolah sebagai komponen terpenting
pendidikan pada dasarnya dapat dijadikan mediaigi&ad politik untuk
menanamkan kesadaran politik generasi bangsa mdlafbagai macam
bentuk program pendidikan politik baik melalui mapelajaran PKn,
kegiatan OSIS, ekstrakurikuler, maupun bentuk kagi#&in yang terencana
ataupun yang bersifat insidental yang bermaksudukunhemberikan
informasi politik kepada siswa. Dengan demikiaeyvsi memiliki kesadaran
politik yang tinggi. Hal tersebut juga sejalan damdpasil penelitian Pradana
(2012) bahwa pendidikan politik melalui Pendidik&®warganegaraan
(PKn) membuat siswa menjadi melek politik. Siswag/anelek politik tahu
dan paham akan pengetahuan sistem politik Indondara bagaimana
partisipasi seharusnya, serta mengetahui etika dgai-nilai dalam
berpartisipasi politik baik. Hal tersebut juga sesiengan pendapat Branson
(1999) bahwa agar partisipasi lebih  bermutu dan adap
dipertanggungjawabkan memerlukan kompetensi sepgetigetahuan dan
pemahaman, kemampuan intelektual dan partisipatkaigkter atau sikap
mental tertentu, serta komitmen yang benar terhaalp dan prinsip
fundamental demokrasi konstitusional. Melek poliyitng dihasilkan dari
pendidikan politik, dapat menghilangkan dampak proielisme yang
negatif. Dengan demikian, sikap seperti ikut-ikutamudah dipengaruhi,
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mudah bergonta-ganti pilihan calon politisi, yangetbabkan oleh ikatan
primordialisme dapat dihilangkan.

Meskipun demikian, pendidikan politik yang dilakakauntuk
memelekkan secara politik pemilih khususnya gemeY¥agidak selalu
berdampak positif. Hal tersebut dikarenakan adahganbatan dalam
pendidikan politik (Kartono, 1996), antara lain uoes:

1. Amat sulit menyadarkan rakyat akan kondisi diridseryang diliputi
banyak kesengsaraan dan kemiskinan, sebagai a&itedti lamanya
hidup dalam iklim penindasan, penghisapan dan @drga, sehingga
mereka menjadi “terbiasa” hidup dalam keseba kelgaa dan
ketertinggalan. Sulit mendorong mereka ke arah ikatisasi-diri
mengungkapkan segala problema yang tengah dialami.

2. Apatisme politik dan sinisme politik yang cenderumgjadi sikap
putus asa mengakibatkan rakyat sulit mempercayahaisasaha
edukatif dan gerakan-gerakan politik yang dianggssu dan
menina-bobokan rakyat belaka; sulit pula untuk ragalg mereka
berpikir lain dengan nalar jernih. Bahkan banyanthra masyarakat
yang takut pada kemerdekaan (dirinya).

3. Dengan latar pendidikan yang rendah atau kurakgat&ebanyakan
sulit memahami kompleksitas sutuasi sosial dantikojiang ada
disekitarnya.

4. Para penguasa yang otoriter cenderung tidak medgkemadanya
pendidikan politik, karena mereka berkepentingakalsedengan
status quo dan pelestarian rezimnya. Partisipasgiddn pengawasan
terhadap jalannya pemerintahan oleh rakyat ituktidkehendaki,

sebab mengurangi kebebasan dan kekuatan organ-organ

ketatanegaraan.

Oleh sebab itu, perlu usaha yang lebih besar @anepintah maupun
lembaga masyarakat, partai politik, serta calontippdalam memberikan
pendidikan politik kepada para pemilih khussnyaegasi Y.

V. PENUTUP

Berdasarkan pengalaman Pemilu baik pilkada, pdeg, pilpres yang
dilakukan di beberapa daerah Indonesia, primostia@i kesukuan dan
agama merupakan yang sering dijumpai. Hal tersédalihat dibeberapa
daerah, yang mana pemilih dalam menentukan pilyemnasih berpegang
pada ikatan kerabatan/kekeluargaan dalam hal isukkean dan agama.
Sikap primordialisme yang kuat pada diri pemilih nyebabkan pemilih
tidak melihat elektabilitas calon. Hal tersebut daenpak pada tidak
dilihatnya kemampuan calon politisi dalam melak&ana tugas dan
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kewajibannya saat terpilih nantinya. Oleh sebab diperlukan pendidikan
politik agar pemilih khususnya generasi Y menjadiek politik. Pendidikan
politik dapat meningkatkan partisipasi dan kesadgemilin serta membuat
pemilih menjadi lebih rasional dalam menentukanhaiinya. Selain itu,
melek politik yang dihasilkan dari pendidikan pélitdapat menghilangkan
dampak primordialisme negatif. Dengan demikianagikeperti ikut-ikutan,
mudah dipengaruhi, mudah bergonta-ganti pilihamgydisebabkan oleh
ikatan primordialisme dapat dihilangkan.
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